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	Abstrak:  Talak adalah memutus tali hubungan suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariah. Didalam masyarakat terdapat dua pandangan mengenahi talak yang dijatuhkan di luar pengadilan yaitu antara pendapat ulama dan pakar hukum umum. Bahwasanya mana yang harus diikuti ? karena dua-duanya mempunyai dalil dan dasar hukum yang kuat. Dari permasalahan tersebut penulis berusaha untuk menguraikan pendapat dua pangadang tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu; pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. Kemudian didalam menentukan jawaban atas permasalahan ini penulis menggunakan deskripsi deduktif. Hasil dari penelitian; Bahwa talak diluar pengadilan itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu 1) mengambil maslahat 2) menolak mafsadat. Mengambil maslahat, talak diluar pengadilan dianggap sah ketika mengutamakan sumber hukum yang akurat (maslahat akhirat, qiyas atas nikah sirri, qiyas atas talak yang tidak mensyaratkan adanya saksi dan dokumentasi terhadap talak yang dijatuhkan). Menolak mafsadat, menuntut agar talak dilakukan didepan pengadilan supaya terdapat dokumentasi yang jelas. Titik temu antara dua pendapat tentang talak diluar pengadilan menurut teori maslahat adalah talak harus dilakukan di pengadilan. 
Kata kunci:  Talak, di Luar Pengadilan Agama, maslahat.




Pendahuluan
Talak di luar pengadilan membawa polemik di tengah masyarakat. Pasalnya talak ini telah menjadi pro kontra antara para ulama dengan para akedemisi hukum. Para ulama seperti Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa talak di luar pengadilan tetap dihukumi sah. Talak yang dijatuhkan tidak memerlukan keputusan dari Hakim di Pengadilan Agama. Hal ini seperti dalam keputusan komisi fatwa MUI bidang masalah fikih kontemporer nomor 4 tahun 2012.
Para hakim yang mengedepankan hukum formal atau positif memandang bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah berdasarkan bunyi Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang tahun nomor 1 tahun 1974 yang menerangkan bahwa talak harus dilakukan di depan hakim di pengadilan. Bahkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991 menyebutkan bahwa talak akan dianggap sah setelah mendapatkan keputusan dari Hakim. Kedua sumber hukum ini menjadi acuan bagi hakim untuk tidak menggangap sah talak di luar pengadilan.
Hukum Islam, tidak memberikan lembaga untuk menjatuhkan talak karena hal tersebut merupakan hak mutlak suami. Contoh talak pada masa sahabat, yaitu ketika Umar mencerikan istrinya ketika sedang haid dan mengadukanya kepada Rasulullah. Hal ini menjadi petunjuk bahwa dalam Islam menjatuhkan talak tanpa saksi dan tampa lembaga resmu dapat dilakukan oleh suami. Selama syarat dan rukun talak terpenuhi maka talak yang dijatuhkan suami sah menurut hukum Islam.[footnoteRef:1]  [1:  Bemvinda E., Perceraian diluar pengadilan pada masyarakat Desa Jatimulya Kecamantan Pameungpeuk (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm 2.] 

Karena inilah, sampai sekarang banyak masyarakat yang masih melakukan praktik perceraian diluar pengadilan. Justru banyak sekali dampak daripada perceraian diluar pengadilan yang tidak disadari oleh masyarakat yaitu; berpengaruh kepada pencatatan perceraian, tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga bisa berakibat terhadap terabaikanya hak-hak kedua belah pihak. Akibat perceraian diluar pengadilan ini bisa menjadi timbulnya sifat semenang-menang suami kepada istri untuk mentalak sesuai dengan keinginannya. 
Dari dua perbedaaan pendapat tersebut terletak pada perempuan yang ditalak di luar pengadilan. Apabila jika talak demikian dihukumi sah, maka perempuan itu haram disetubuhi dan harus dijauhi. Apabila talak dihukumi tidak sah, maka sang suami tetap berkewajiban menafkahi istrinya dan berhubungan dengan baik. Tentu suami dan istri dalam kondisi seperti akan serba salah. Jika mereka melakukan hubungan baik (mu’asarah bil ma’ruf) tentu hal ini diharamkan kalangan yang tidak mengesahkan seperti Para Ulama. Namun ketika mereka berpisah dan sang suami tidak memberi nafkah, tentu para hakim akan menilai bahwa perbuatan ini salah.
Masalah diatas menjadi problem di dalam masyarakat. Ketika mereka dihadapkan pada dua pandangan yang sama-sama memiliki dalil dan dasar masing-masing. Oleh karena itu hal ini perlu dikaji secara mendetail melalui teori maslahat. Sebab parameter syariat bisa dilihat dari maslahatnya. Seperti didalam maqolah; “dimanapun ada maslahat, maka disitulah terletak hukum Allah Swt”[footnoteRef:2]. Hal senada juga diungkapkan oleh Izzudin bin Abdissalam: “Barangsiapa terjun dalam dunia syariat, membaca tujuan dari al-Quran dan hadis, dia akan memahami bahwa segala apa yang diperintahkan oleh Allah Swt adalah karena berdasarkan untuk menarik kemaslahatan dan menghindari kemudlaratan. Begitupun segala yang dilarang oleh Allah Swt pada dasarnya untuk menghindar dari kemudlataran dan menarik kemaslatahan. Fokus syariat berkutat pada hal demikian[footnoteRef:3]. Talak di luar pengadilan adalah merupakan permasalahan baru yang tidak ditemukan jawabannya di kitab turats. Hal demikian termasuk masalah kontemporer yang sangat banyak terjadi di tengah masyarakat. Maka dari itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Talak di Luar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahat).  [2:  Abi al-Tayyib, Tahdid Ilmu Ushul Fikih (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 1997), hlm. 97]  [3:  Izzudin bin Abdissalam, Al-Fawaid Fi Ikhtisaril Maqasid (Darul Fikr: Damaskus) hlm. 53] 

Metode 
Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat normatif, yaitu mengkaji/menganalisa data-data yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini mengunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu; pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. 
Pendekatan kasus, dilihat dari kasus yang berkembang di dalam masyarakat kemudian dalam pendekatan ini menitik beratkan kepada ratio decidendi yaitu alasan hakim yang digunakan untuk mengambil suatu putusan.[footnoteRef:4] Pendekatan konseptual, yaitu dilihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum Islam. Dengan tujuan untuk membangun argumentasi yang akan digunakan dalam menguraikan kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teori maslahat. Pendakatan perundang-undangan, merupakan keharusan sebuah penelitian normatif untuk menggunakan pendekatan ini, karena yang akan diteliti merupakan aturan hukum yang fokus menjadi tema dalam penelitian. Maka dalam hal ini, peraturan yang berkaitan adalah Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tahun 1991  yang menerangkan bahwa talak harus dilakukan di depan hakim di pengadilan.  [4:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 118-120. ] 

Hasil dan Pembahasan
Tinjauan Talak di Luar Pengadilan Menurut Teori Maslahat
Maslahat yang menjadi objek kajian pada talak di luar pengadilan memiliki dua sisi. Pertama segala manfaat atau media yang mengantarkan kepada manfaat dan ke dua segala hal yang meniadakan kemudlaratan atau media yang mengantarkan kepada hal demikian. pengertian ini sebagaimana dikutip dari al-Ghazali yang mengatakan bahwa: Maslahat pada dasarnya adalah setiap hal yang menarik kemaslahatan dan meniadakan kemudlaratan dengan maksud menjaga tujuan syariat berupa menjaga agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Oleh karena itu segala upaya yang mengandung upaya penjaminan lima hal tersebut dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan madlarat maka disebut dengan maslahat[footnoteRef:5]. [5:  Al-ghazali, Mustasfa (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 1994) Juz 1 hlm. 174] 

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa dua segi maslahat adalah bagaimana menarik manfaat dan meniadakan madlarat. Oleh karena itu penulis berusaha memaparkan kajian talak di luar pengadilan dengan membagi sesuai dengan segi tersebut guna menghasilkan kajian yang komprehensif.
Talak dari Segi Manfaat Akhirat
Pertimbangan syariat terhadap manusia bukan hanya didasarkan atas manfaat yang bersifat duniawi. Namun lebih jauh juga mempertimbangkan atas kehidupan selajutnya di akhirat. Oleh karena itu tidak bisa mempertimbangkan urusan maslahat dan madlarat hanya dari perspektif duniawi namun juga harus mempertimbangkan akibat ukhrawi. Talak bukan hanya sebatas mengurai tali pernikahan. Namun lebih jauh lagi mengandung unsur pahala dan dosa sehingga perlu kehati-hatian dalam mengupasnya. Sebab semua hal yang sifatnya adalah hak seorang hamba juga merupakan hak Allah Swt juga. Dengan demikian maka dapat ditarik benang merah bahwa konteks penerapan talak harus di depan pengadilan perlu dikaji ulang. Sebab pada mulanya seorang suami yang mengucapkan kalimat talak pada istrinya akan jatuh talak. Namun kajian kontemporer apakah diperlukan syarat dilakukan di pengadilan masih jadi perdebatan sengit. Berdasarkan kehati-hatian, maka alangkah lebih bijaknya talak demikian dianggap sah karena jika tidak seseorang akan jauh berbahaya dengan berurusan dengan dosa apabila ia ternyata tetap berhubungan dengan istrinya[footnoteRef:6]. [6:  Ramadan Buthi, Dlawabitul Maslahat (Muassasatur Risalah), hlm. 23.] 

Talak Murni Hak yang ada di Tangan Suami
Islam tidak menjadikan talak di tangan hakim kecuali dalam kondisi sang suami tidak menafkahi, memiliki aib, ghaib dan melakukan kekerasan. Selain itu hakim tidak memiliki wewenang untuk lebih jauh mengatur hal demikian. Hikmah di balik semua itu adalah bahwa urusan keluarga itu tidak selayaknya diumbar ke orang lain. Hal ini senada dengan komentar Wahbah Zuhaili: “Ketika suami mengucapkan talak pada istrinya, maka jatuhlah talak tanpa perlu menunggu keputusan hakim. Sebab talak itu seringkali karena disebabkan urusan-urusan privasi yang tidak baik untuk disampaikan. Oleh karena itu jika andaikata talak itu semua bergantung dari keputusan hakim, niscaya rahasia rumah tangga semuanya akan terbongkar di depan meja hakim”[footnoteRef:7].  [7:  Wahbah Zuhali, Fikih Islami (Darul Fikr, Beirut) Juz 7, hlm. 99.] 

Kaidah Mengimplementasikan Lafal lebih baik daripada Mengosongkan
Setiap muslim akan dilindungi ucapannya dari pengosongan makna. Artinya setiap ucapan yang dilontarkan akan terimplementasi. Dari sini dapat dipahami bahwa apabila seorang suami telah melafalkan talak maka hal tersebut akan berlaku. Andaikata ucapannya itu ditangguhkan menunggu persidangan tentu ucapan talak suami tersebut telah mengalami kekosongan makna. Hal ini tidak dibenarkan sacara syariat. Oleh karena itu dalam kondisi apapun ketika seorang suami mengucapkan kalimat talak, maka ucapannya akan berlaku. Sebagaimana hadis nabi:
(ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواه الترمذي
“Tiga hal yang seriusnya menjadi serius dan gurauannya menjadi gurauan. Nikah, talak dan rujuk” HR. Tirmidzi
Talak tidak Butuh Saksi dalam Mensahkannya
Semua ulama sepakat bahwa untuk jatuhnya talak tidak disyaratkan adanya saksi. Saksi dalam talak hukumnya hanya sebatas sunnah. Hal ini sebagaimana apa yang dilakukan Rasulullah saw yang pernah melakukan talak dan tanpa menghadirkan saksi. Begitupun sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Dari sini dapat dipahami bahwa talak saja agar bisa sah tidak sampai membutuhkan saksi. Lantas akan sangat janggal apabila dikatakan bahwa talak untuk bisa sah harus dilakukan di depan pengadilan. Bahkan sampai dikatakan kalau talak dilakukan di luar pengadilan hukumnya tidak sah. Tentu hal ini sangat bertoak belakang dengan fakta fikih yang dibangun oleh para Ulama[footnoteRef:8]. [8:  Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Darul Kutub Arabi: Beirut), hlm. 93.] 

Nikah Hukumnya Sah Meski tidak didokumentasi
Hal yang membuat janggal apabila talak di luar pengadilan dihukumi tidak sah adalah nikah yang dilakukan tanpa adanya dokumentasi atau nikah sirri. Pengadilan sangat mengakui adanya nikah yang dilakukan tanpa dokumentasi dianggap sah. Oleh karena itu, nikah sirri untuk mendapatkan legaliatas cukup mengajukan itsbat nikah tanpa perlu melakukan akad pengulangan di pengadilan. Berbeda halnya dengan talak di luar pengadilan yang tidak mengenal istilah itsbat talak. Bahkan harus dilakukan pengulangan talak di pengadilan. Secara hukum. Tentu ini adalah ketimpangan dalam pembuatan hukum. Dimana kasus yang identik disikapi dengan hal yang berbeda. Padahal dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan asas kesesuaian dan keseimbangan. Di mana dalam satu pasal dengan pasal yang berjalan seirama dan memimiliki muatan hukum yang proporsional. Dari sini dapat dipahami bahwa sebenarnya bangunan hukum talak telah mengalami kecacatan dan perlu untuk direvisi[footnoteRef:9]. [9:  Ramadlan al-buthi, Dlawabitul Maslahat, hlm. 82] 

Pertimbangan Maslahat dari Syari’
Pertimbangan dalam urusan maslahat harus benar-benar menggunakan parameter Syari’ dalam ini Allah Swt dan Rasulnya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat maksud-maskud hukum yang termuat dalam al-Quran dan hadis. Sebab jika maslahat itu diserahkan otoritas penuhnya kepada akal manusia. Tentu hal ini akan berbahaya, sebab akal manusia satu dengan lainnya berbeda. Oleh karena itu sebenarnya maslahat adalah sebuah makna universal yang disarikan dari kumpulan-kumpulan hukum Syariat. Manusia tidak diperkanankan untuk melampaui batas-batas yang digariskan oleh syariat. Sehingga ketika syariat telah mengatakan bahwa talak tidak perlu saksi untuk keabsahannya. Lantas mengapa perlu juga untuk dilakukan di depan pengadilan. Padahal sejatinya fungsi saksi dan talak di pengadilan adalah sama yakni menjamin kemaslahatan suami istri[footnoteRef:10]. [10:  Syatibi, al-Muwafakat (Darul Kutub Ilmiah: Beirut, 2009), hlm. 326.] 

Dokumentasi Talak Bukan Syarat Sah namun Syarat Undang-undang.
Undang-undang menyebutkan bahwa talak harus dilakukan di depan hakim di pengadilan. Hal ini bukan berarti kewajiban itu bisa diarahkan secara mutlak berimplikasi terhadap sah dan tidaknya talak. Kewajiban demikian cenderung kewajiban yang sifatnya administrasi. Artinya setiap talak harus dicatatkan melalui jalur hukum. Namun bukun bararti dapat mengakibatkan talak yang dilakukan di luar pengadilan diklaim tidak sah secara agama. Hal demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Hasballah: “Adapun hukum posistif dan peratutan pemerintah pada dasarnya adalah keterikatan yang sifatnya undang-undang bukan berati hal demikian berimplikasi terhadap sah dan tidaknya sebuah perbuatan menurut agama. Sebab pembuat undang-undang bukanlah pencetus syariat yang dapat mengaharamkan sebuah hal halal dan menghalalkan sebuah hal haram. Keterikatan undang-undang hanya berimplikasi pada hal hukum positif yang tidak dapat berpengaruh terhadap hukum syariat sama sekali”[footnoteRef:11]. [11:  Ali Hasballah, Zawaj Fi Syariat Al-Islamiah (Darul FIkr: Beirut, 2002), hlm. 78.] 

Dari segi menarik kemaslahatan, dapat dipahami bahwa talak di luar pengadilan tetap dianggap sah tanpa perlu persetujuan atau ketetapan dari hakim. Talak akan jatuh ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Hal ini sebagaimana berlaku sejak dulu. Oleh karena itu hendaknya bagi setiap orang tidak mudah menganggap batal atau sahnya sebuah perkara. Sebab orang yang tidak paham tentang urusan agama lalu dengan semerta-merta berani melakukan klaim-klaim tertentu dengan pendapatnya. Tentu di akhirat pendapatnya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Dari Segi Menolak Mafsadah
Maksud syariat dalam melegalkan talak adalah melakukan yang paling minimal mafsadahnya ketika sudah dirasa tidak mungkin untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Pada dasarnya talak memiliki dampak buruk. Baik bagi suami, istri dan anak. Tapi bagaimana mungkin tetap menjaga keutuhan rumah tangga apabila setiap harinya selalu diisi dengan pertengkaran dan perselisihan. Maka talak sebenarnya adalah hal yang sifatnya darurat ketika tidak mungkin menjaga biduk rumah tangga[footnoteRef:12]. Namun bagi suami semestinya juga tidak memperparah dampak negatif talak, sebagaima talak di waktu haid yang akan merugikan perempuan sebab menjadi lamanya masa iddah. Pun demikian sudah selayaknya seorang suami mendokumentasikan talaknya guna tidak menambah masalah terhadap peremuan maupun anak mereka. Dokumentasi talak memberi jaminan kepada istri dan anak dari adanya kemungkinan munculnya ekses negatif di kemudian hari. Maslahat demikian akan coba diurai dengan melihat sudut pandang darul mafasid (menolak mafsadah sebagaimana berikut). [12:  Wizarah Kuwait, Mausu’ah Fikhiyah (Darul Fikr: t.t.) juz 34, hlm. 391.] 

Talak adalah Jenis Mualamah
Sudah lumrah bahwa ada beberapa pemetaan kategori jenis fikih seperti ubudiyah, muamalah dan jinayah. Masing-masing memiliki karaktaristik yang berbeda. Talak termasuk jenis muamalah yang memiliki karakteristik berupa hukum yang dibangun lebih dominan berdasarkan rasionalitas (ta’aquli). Setiap aspek hukum dalam muamalah mayoritas jika ditelusuri akan kemetu asal usulnya dan sabab musabbabnya. Hal ini menyebabkan muamalah akan berlaku dinamis. Dapat berubah dan disesuaikan dengan waktu dan kondisi. Dari sini dapat dipahami bahwa urusan talak pada dasarnya adalah sebuah alternatif terakhir ketika mempertahankan rumah tangga mengalami kebuntuan[footnoteRef:13].  [13:  Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul Fikih (Darul FIkr: Beirut, t.t.), hlm. 32.] 

Saddu Dzariat
Saddu dzariat adalah tindakan preventif atas sebuah hal yang asal mulanya halal kemudian menjadi haram guna menghindarkan dari ekses negatif. Talak di luar pengadilan pada dasarnya adalah sebuah hal yang sah dilakukan. Namun perbuatan demikian dapat menyebabkan adanya penelantaran terhadap hak-hak istri dan anak. Tentunya sang istri apabila ditalak di luar pengadilan akan sulit mendapatkan pasangan baru disebabkan dokumen lagalitas yang tidak dipunyai. Oleh karenanya demi menjaga dari ekses negative demikian, maka talak di luar pengadilan patut untuk diharamkan. Pembahasan saddu dzariat hanya sebatas mengharamkan sesuatu yang asal mulanya mubah. Namun tidak sampai jauh lebih mengatur sah dan tidaknya sebuah perkara. Oleh karena itu kajian menganai sah dan tidaknya perbuatan talak di luar pengadilan akan diulas dalam pembahasan nanti[footnoteRef:14]. [14:  Muhammad Hisyam al-Burhani, Saddu Dzariat (Darul Fikr, Damaskus, 1995), hlm. 125.] 

Kewajiban menaati pemimpin
Setiap orang diperintahkan untuk menaati pemimpin. Kewajiban ini perlu dipetakan dengan baik agar arahnya tepat sasaran. Apabila yang diperintahkan adalah hal yang wajib, maka sifatnya adalah irsyad (memberitahu). Apabila yang diperintahkan adalah hal yang sunnah atau mubah. Maka hal demikian akan secara otomatis menjadi wajib. Talak di luar pengadilan pada dasarnya sah-sah saja. Namun ketika pemetinah menyuruh pelaksaannya dilakukan di pengadilan, maka rakyat wajib patuh dan pemerintah berhak memberi sanksi kepada mereka yang tidak patuh. Hal ini sebagaimna firman Allah Swt:
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)
“Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah Swt dan Rasulnya dan Pemimpin diantara kalian” (QS. An-Nisa’: 59).
al-Ihtiyath
Ihtiyath adalah menjaga diri agar tidak sampai jatuh dalam kemaksiatan. Ithtiyath merupakan bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan seorang muslim agar apa yang dilakukan tetap sesuai dengan rambu-rambu syariat bukan malah menerjangnya. Sehingga hal-hal yang sifatnya meragukan apakah dapat menyebabkan kemaksiatan atau tidak tentu harus dihindari. Oleh karenanya perbuatan talak di luar pengadilan memiliki kemungkinan besar justru akan menyulitkan perempuan dan anaknya. Sang perempuan dapat terkatung-takung dalam kondisi status yang tidak jelas. Dan sang anak juga terkena beban moral dan mental. Oleh karena itu melalui jalur ikhtiyat ini, perlu kiranya talak di luar pengadilan harus dihindari. Guna menjauhi ekses negatif yang mungkin diakibatkan oleh perbuatan demikian[footnoteRef:15]. [15:  Syatibi, al-Muwafakat Juz , hlm. 85.] 

Maslahat Mursalah
Pada masa ulama salaf belum ada adat untuk mendokumentasikan setiap akad dan transaksi sebagaimana sekarang ini. Sekarang setiap akad dan transaksi yang berjalan harus dicatatkan guna menjadi bukti bahwa telah terjadi perbuatan hukum. Maslahat mursalah adalah sebuah maslahat yang tidak dikupas secara spesifik pada suatu kasus tertentu apakah itu dipertimbangkan dalam syariat atau tidak. Kasus talak di luar pengadilan memiliki sisi maslahat yang begitu besar. Yakni memberi jaminan bagi perempuan sekaligus anak. Kasus talak demikian tidak ada nash sarih yang membahasnya. Baik dari al-Quran, hadis atau pendapat ulama salaf. Oleh karena itu pendekatan mengharuskan adanya dokumentasi talak di pengadilan ini merupakan sebuah maslahat mursalah. Dimana kewajibannya bukan berdasarkan nash tertentu melainkan berdasarkan maslahat[footnoteRef:16]. [16:  Ramadlan Buthi, Dlawabitul Maslahat, hlm. 23.] 

Pentingnya Dokumentasi Talak
Dokumentasi adalah sebuah hal yang dianggap sebagai barang bukti terkuat untuk menunjukkan telah terjadinya perbuatan hukum. Setiap orang pada masa sekarang pasti akan membubukan dokumentasi pada setiap perbuatannya. Hal ini sangat penting demi melindungi perempuan dari ketidak jelasan status dan menjaga anak dari penelatantaran. Perempuan juga dapat mendapatkan hak-haknya pasca talak seperti nafkah iddah dan lain-lain. Perempuan akan sangat sulit menikah lagi secara sah menurut undang-undang apabila sang suami hanya mentalaknya di luar pengadilan sebab syarat utama nikah lagi bagi pasangan yang pernah menyandang status suami istri adalah dengan menyodorkan akta perceraian. Oleh karena itu maslahat dalam talak di luar pengadilan sifatnya bukan maslahat konsumtif yang dinikmati seketika itu namun merupakan maslahat produktif yang manfaatnya akan berlangsung hingga masa mendatang[footnoteRef:17].’ [17:  Wizarah Auqaf Kuwait, Mausu’ah Fiqhiyah (Darul FIkr) juz 34 hlm. 391.] 

Bahaya harus dihilangkan
Sudah barang tentu bahwa talak di luar pengadilan akan membawa petaka bagi istri dan anak. Sementara fokus utama syariat islam adalah bagaimana menghindarkan manusia agar tidak jatuh dalam marabahaya. Tentunya hal ini adalah perpanjangan tangan dari perintah nabi agar jangan sampai seseorang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena itu demi menghilangkan bahaya yang sedemikian rupa, seorang suami tentunya harus melakukan talak di pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebab pada dasarnya talak sendiri telah merugikan perempuan. Jika dilakukan di luar pengadilan justru kerugian itu akan semakin bertambah[footnoteRef:18]. [18:  Suyuti, Asybah Wa Nadzair (Darul Kutub Ilmiah, Beirut), hlm. 201.] 

Dokumentasi adalah Tradisi (Adat)
Masa modern mengharuskan adanya dokumeNtasi untuk setiap akad dan transaksi guna menghindari adanya pertikaian dan perselisihan di kemudian hari. Dokumentasi bahkan dianggap lebih valid dari pada saksi. Sebab saksi ada kemungkinan akan lupa dan meninggal. Namun dokumentasi jika dijaga dengan baik, maka nilai keotentikannya akan sangat jitu daripada saksi. Tradisi merupakan sumber hukum yang juga dipertimbangkan oleh syariat. Selama tradisi yang berlaku tidak bertentangan tentu hal ini berlaku mengikat. Dengan demikian melalui jalur tradisi sudah semestinya talak harus dilakukan di pengadilan[footnoteRef:19]. [19:  Sayyid Saleh Aud, Atsarul Urf Fi Tasyri’ Islami (Darul Kutub Kairo), hlm 57.] 

Titik Temu antara Sisi Mengambil Maslahat dan Menepis Mafsadah
Pada dasarnya talak dianggap sah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Hal demikian jika dilihat dari sudut pandang mengambil maslahat. Namun wajib hukumnya bagi seorang laki-laki untuk mendokumentasikan talaknya dengan melakukan talak di depan hakim di pengadilan. Namun apakah ketika talak dilakukan di luar pengadilan berimplikasi terhadap sah atau tidaknya talak?. Inilah kajian terpenting dalam pembahasan ini bahwa adanya bahaya yang dapat ditimbulkan dari talak di luar pengadilan merupakan alasan ekternal yang tidak selalu mengikat pada talak (amr kharij gharu lazim)[footnoteRef:20].  [20:  Al-Hafiz al-‘ala’I, Tahqiqul Murad (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2004), hlm 241.] 

Dari sini dapat dipahami bahwa pada dasarnya ekses negatif yang mungkin ditimbulkan oleh talak di luar pengadilan tidak dapat mempengaruhi sah atau tidaknya talak. Hal ini serupa dengan transaksi jual beli di waktu salat jumat yang menyebabkan keharaman namun jual beli yang dilakukan tetap dianggap sah. Izzudin bin abdisalam menyebutkan bahwa sebuah hal yang dilarang karena alasan yang sifatnya eksternal atau konstan sementara syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukumnya sah[footnoteRef:21].  [21:  Zarkasyi, Tasyniful Masani’ (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2002), hlm. 319.] 

Ekses negatif dari talak di luar pengadilan juga bersifat praduga yang ada kemungkinan terjadi dan tidaknya. Hal ini semakin menguatkan bahwa duduk permasalahan talak di luar pengadilan tidak sampai berdialog kepada sah atau tidaknya. Hanya berkutat dalam ranah apakah harus atau tidak. Oleh karena itu keharusan talak di pengadilan dan keabsahan talak pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda yang tidak memiliki kaitan satu sama lain. Sebab sah dan wajib atau batal dan haram bukanlah satu kesatuan hukum. Namun nyatanya masing-masing dari hukum itu dapat berdiri sendiri. Ada akad yang haram namun tetap sah. sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya adalah wajib namun tidak sampai berpengaruh kepada sah dan tidaknya perbuatan talak. Pemimpin juga berhak mentakzir orang-orang yang enggan melakukan talak di pengadilan dengan alasan menyalahi aturan yang berlaku.
Penutup
Talak di luar pengadilan dapat dilihat dari dua sisi. Mengambil maslahat dan menolak mafsadah. Sisi mengambil maslahat maka yang diutamakan adalah menganggap sah dengan berdasarkan sumber hukum yang akurat seperti maslahat akhirat, qiyas atas nikah sirii, qiyas atas talak yang tidak menyaratkan adanya saksi, dokumentasi talak bukan syarat sah dan talak merupakan jenis muamalah yang menunjukkan bahwa apabila talak telah diucapkan maka berimplikasi kepada jatuhnya talak. Konteks mengedepankan maslahat sejatinya bukan bicara bagaimana menilai maslahat. Tapi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai universal syariat dalam kehidupan manusia. Sehingga konteks yang tepat dalam masalah talak ini adalah melihat bahwa secara legal syariat tindakan demikian dianggap sah.
Sementara dari sisi menolak mafsadah, justru menuntut adanya talak dilakukan di depan pengadilan demi adanya dokumentasi. Hal ini berdasarkan sumber hukum seperti saddu dzariat, maslahat mursalah, kaidah bahaya harus dihilangkan dan lain-lain. Konsekuensi besarnya adalah haram melakukan talak di luar pengadilan karena besar kemungkinan akan mencampakkan istri dan anak. Kompromi atas dua pendekatan ini menghasilkan kongklusi bahwa seseorang yang mentalak istrinya harus dilakukan di pengadilan. Adapun apabila dilakukan diluar pengadilan talaknya tetap jatuh dan bisa jadi menjadi haram. Bahkan seorang pemimpin boleh menjatuhkan hukuman atas dasar menyalahi peraturan yang berlaku.
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